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WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan
Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor
10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan
belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui
transaksi non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup
Pemerintah Kota Palopo;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4388) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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10.

11.

12.

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya,
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 12);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI
NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

L.
28
3.

Daerah adalah Kota Palopo.

Walikota adalah Walikota Palopo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomis eluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah adalah Walikota sebagai unsure
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengelola
keuangan daerah.

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang
dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrument
berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet
giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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18.

(2)

(3)

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat
Daerah.

Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas atau jabatan tertentu yang berstatus bukan PNS.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Bagian Kedua

Asas Dan Tujuan
Pasal 2

Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
a. efisiensi;

b. keamanan; dan
c. manfaat.

Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat
dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan
kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan
pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah.
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(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang
berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah dan
pengeluaran belanja daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan
penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah
yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel
serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi :
a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan

b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 5

(1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non
Tunai, kecuali penerimaan untuk:
a. retribusi pelayanan pasar dan retribusi bongkar muat, yang
dilaksanakan oleh dinas perdagangan;
b. retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha
terminal, yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
c. retribusi pelayanan pasar hewan yang dilaksanakan oleh
dinas pertanian;
retribusi pelayanan pada dinas perikanan,;
e. retribusi pelayanan kesehatan, yang akan dilaksanakan oleh
dinas kesehatan;
f. retribusi jasa usaha tempat rekreasi, yang dilaksanakan oleh
dinas pariwisata;
g. retribusi jasa usaha tempat oleh raga, yang dilaksanakan
oleh dinas pemuda dan olahraga.
(2) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap
paling lambat akhir tahun 2023.
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Bagian Ketiga
Transaksi Pengeluaran Non Tunai
Paragraf 1
Pengeluaran Belanja Daerah
Pasal 6

(1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan
Transaksi Non Tunai.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. belanja operasi, meliputi:
1. belanja pegawai,
belanja barang/jasa; dan
belanja bunga;
belanja hibah;
belanja bantuan sosial;
belanja bagi hasil;
belanja bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga.
b. belanja modal, meliputi:

1. tanah;

peralatan dan mesin;

gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan bangunan lainnya,;
dan

5. belanja asset tetap lainnya
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(3) pengeluaran belanja daerah secara non tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

a. pengeluaran belanja insentif pemungutan pajak/retribusi
daerah;

b. pengeluaran belanja pelayanan pasien di rumah sakit daerah
dan pusat kesehatan masyarakat

c. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas;

d. pengeluaran belanja transport atau uang saku kepada
masyarakat;

e. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada
saat terjadi bencana alam; dan

f. pengeluaran belanja  barang/jasa  sampai dengan
Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) per transaksi.

(4) Pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non pns
dilakukan secara non tunai

(5) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
atau Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan
menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).



Pasal 7

Setiap orang yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Daerah
yang menyebabkan terjadinya pengeluaran belanja daerah wajib
memiliki nomor rekening di bank, dan melaporkan secara resmi
kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

(1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dilakukan dengan cara:

a. pemindah bukuan dari rekening giro bendahara kerekening
penerima dengan menggunakan surat pemindah bukuan
dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
dan/atau

b. pengeluaran dengan cek, bilyet giro, transaksi elektronik
lainnya.

(2) Transaksi pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai
transaksi.

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas harus
mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Walikota melakukan pembinaan implementasi transaksi non
tunai di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
penerapan implementasi Transaksi Non Tunai,
b. perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara
Pemerintah Daerah dengan Pihak Perbankan serta
pengarahan penerapan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan
oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam APBD dilaksanakan
secara bertahap, kecuali penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat

(3)-
(2) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam APBD dilaksanakan

bekerjasama dengan perbankan yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk Implementasi Transaksi Non Tunai di
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PALOPO,
4

. JUDAS AMIR

i )i (\‘ 74 el bl 1o
P4 ub Koordinator Pid.
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Diundangkan di Palopo

pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

U s
FIRMANZA DP
BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 48
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